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Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
N a m a : Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. (NIDN. 0622037001) 
Jabatan           : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Sebagai Narasumber Webinar dengan tema: "Pengujian Sarana 
Perkeretaapian Yang Cepat dan Efisien Untuk Mewujudkan Perkeretaapian 
Yang Handal"  
Tempat : Aplikasi Zoom Video Conference Meeting 
W a k t u : Kamis, 13 Agustus 2020 
 
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan 
memberikan laporan setelah tugas selesai. 
   









   
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
NPP. 058.1.1994.161naan tugas, 
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Peri ha I 
C.147/UND/K4/DJKA/VIII/2020 
Segera 
1 (satu) Lembar 
Permohonan Narasumber 
Webinar 
Jakarta, 6 Agustus 2020 
Ke pad a 
Yth. (Daftar terlampir) 
di- 
TEMPAT 
1. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan Webinar dengan tema 
"Pengujian Saran a Perkeretaapian, Yang Ce pat Dan Efisien Untuk 
Mewujudkan Perkeretaapian Yang Handal", maka dengan ini kami 
mo.hon kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber pada kegiatan 
tersebut yang akan direncanakan pada: 






Karnis I 13 Agustus 2020 
Pui<ul 09.00 WIB s.d 12.30 WIB 
Aplikasi Zoom Video Conference Meeting 
835 4679 0535 
Sarana 
Webinar dengan tema "Pengujian Sarana 
Perkeretaapian Yang Cepat Dan Efisien Untuk 
Mewujudkan Perkeretaapian Yang Handal" 
2. Demikian disampaikan, atas perhatian, kesediaan, dan kehadiran 
Saudara kami ucapkan terimakasih. 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian; 
2. Kasubbag TU Dit.Sarana Perkeretaapian. 
l.arnpiran I Surat 
Nomor : c .14 7 /UND/K4/DJKANlll/2020 
Tanggal : 6 Agustus 2020 
Kepada Yth: 
1. Yunendar Aryo Handoko, ST., Ph.D., IPM; 
2. Yovita lndrayati, SH., M.Hum; 
3. Ir. Tri Hardono. 
1
DISKRESI PEMERINTAH SEBAGAI SOLUSI DALAM 
PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN 
Webinar "Pengujian Sarana Perkeretaapian, Yang Cepat Dan 
Efisien Untuk Mewujudkan Perkeretaapian Yang Handal", 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 
Kementerian Perhubungan, 13 Agustus 2020






B. PERMASALAHAN   





1. UU No.23 Tahun 2007
2. PP No. 56 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
PP NO.6 Tahun 2017 
3. PM.13 Tahun 2011 
4. PM.14 Tahun 2011 
5. PM.15 Tahun 2011 
6. PM.16 Tahun 2011 
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• KEBUTUHAN MASYARAKAT 
• MINAT SWASTA UNTUK 
MENDIRIKAN BADAN 
HUKUM DAN LEMBAGA  
PENGUJIAN 
10
C. SOLUSI  












KEBEBASAN BERTINDAK  ASAS 






12 BERDASARKAN ERMESSEN (DISKRESI) 
PEMERINTAH











PASAL 1 ANGKA 9 UU NO.30 TAHUN 2014:
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang 
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan.
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TERIMA KASIH 
MARI BERDISKUSI 
SEMOGA BERMANFAAT
